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“Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyelesaian Kesalahan 

Input Dengan Menggunakan Aplikasi SIPKD Pada Badan Keuangan Daerah 

Kota Depok”. 

 

ABSTRAK 

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui tatacara pengelolaan keuangan 

daerah dan mengetahui tatacara penyelesaian kesalahan input dengan menggunakan 

aplikasi SIPKD yang terdapat di Badan Keuangan Daerah kota Depok. Metode 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan 

melakukan pengamatan secara langsung di Bidang Akuntansi dan wawancara 

dengan pihak yang terkait. Tata cara pengelolaan Keuangan Daerah dalam Aplikasi 

SIPKD dimulai dari penerbitan DPA dengan membuat No. SK DPA kemudian 

disahkan dengan mengisi tanggal valid, proses selanjutnya dengan membuat SPD 

dengan memilih menu SPD kemudian pengajuan lalu disahkan oleh PPKD untuk 

otorisasi. Setelah itu pilih menu penatausahaan dan pengajuan uang persediaan 

untuk SPP, kemudian dilakukan dengan membuat SPM dan mencatat SP2D di 

menu penatausahaan, setelah itu baru dapat menyusun SPJ. Tata cara penyelesaian 

kesalahan input jika BPP belum mengajukan pergantian uang kepada BP yaitu 

dapat dilakukan sendiri dengan menghapus dan menginput kembali akun yang 

benar, tetapi jika BPP sudah melakukan pergantian uang ke BKD maka artinya 

OPD harus mengirimkan surat permohonan untuk pengoreksian transaksi. 

Pengoreksian transaksi hanya bisa dilakukan oleh admin di bidang Akuntansi, 

karena hanya admin yang mempunyai menu koreksi belanja pada aplikasi SIPKD.  

Kata kunci : Pengelolaan keuangan daerah, SIPKD, dan BPP 
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Feby Kartika Kinanti  

D3 Finance and Banking Study Program  

 

"Mechanism for Regional Financial Management and Settlement of Input 

Errors Using the SIPKD Application at the Depok City Regional Financial 

Agency".   

 

ABSTRACT  

This final project report aims to find out the procedures for regional financial 

management and find out the procedures for resolving input errors using the 

SIPKD application contained in the Regional Finance Agency of Depok City. The 

data analysis method used is a qualitative data analysis technique by making 

observations directly in the Field of Accounting and interviews with related parties. 

The procedures for managing Regional Finances in the SIPKD Application start 

from the issuance of the DPA by making a DPA Decree Number then ratified by 

filling in the valid date, the next process is to make an SPD by selecting the SPD 

menu then submitting and then ratified by PPKD for authorization. After that, select 

the administration menu and submit inventory money for the SPP, then it is done 

by creating an SPM and recording the SP2D in the administration menu, after that 

you can only compile the SPJ. The procedure for resolving input errors if BPP has 

not submitted a change of money to BP, which can be done by itself by deleting and 

re-inputting the correct account, but if BPP has made a change of money to BKD, 

it means that opd must send an application letter for transaction correction. 

Transaction correction can only be done by an admin in the Accounting field, 

because only the admin has a shopping correction menu on the SIPKD application. 

Keywords: Regional financial management, SIPKD, and BPP   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi, 

menjadikan teknologi sangat dibutuhkan bagi masyarakat maupun organisasi. 

Teknologi tidak hanya dibutuhkan untuk berkomunikasi melainkan juga  

teknologi dibutuhkan untuk mendapatkan informasi mengenai penjualan, 

pemasaran, transaksi, akuntansi dan  pengelolaan keuangan. Untuk mengetahui 

semua informasi perusahaan ataupun organisasi maka diperlukan sistem 

informasi. Pemerintah membutuhkan sistem informasi untuk proses pelayanan 

publik yang lebih baik kepada masyarakat. Kualitas Pelayanan dianggap baik 

apabila pelayanan yang diberikan Pemerintah sesuai dengan yang diharapkan 

oleh masyarakat dengan cepat, mudah, transparan, dan akuntabelseperti 

menyediakan produk dan jasa.  

Pemerintah menunjang pengembangan kemajuan teknologi tentang 

penerapan akuntansi berbasis akrual  sehingga berinisiatif untuk meningkatkan 

kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Teknologi memudahkan 

masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan Pemerintah dalam 

mengelola keuangan. Dalam memberikan informasi keuangan yang 

komprehensif dan dilengkapi dengan bukti penggunaan anggaran sesuai 

peraturan yang berlaku maka Pemerintah Daerah membangun teknologi 

informasi dibidang keuangan sebagai penerapan E-Goverment. Hal tersebut 

merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan 

pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerahnya dalam kerangka 

otonomi daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 

Perubahan Atas PP Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern 

dan canggih maka akses informasi bagi masyarakat luas akan semakin mudah 

dan terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan sistem informasi 

keuangan yang lebih terbuka dan dapat memudahkan proses konsolidasi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem informasi keuangan tersebut 
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yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Kementerian 

Dalam Negeri mengaplikasikan kegiatan Development of Regional Financial 

Management Information and Reporting untuk meningkatkan kapasitas 

pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait dengan aspek perencanaan, 

penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban (Modul SIPKD). 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah 

aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang 

digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi 

bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, 

ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Dalam Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), tatacara pengelolaan 

keuangan daerah khususnya penatausahaan sudah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Proses awal dimulai dengan menerbitkan DPA-SKPD  kemudian 

pencairan SP2D oleh Bendahara Pengeluaran dan diakhiri dengan penyusunan 

pertanggungjawaban. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran secara 

fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dan 

secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang atau surat berharga yang 

dikelola dalam rangka pelaksanaan APBD. Bendahara pengeluaran dapat 

menerima Uang Persediaan ( UP ) atau Tambahan Uang ( TU ) Dari Kuasa 

BUD. Uang Persediaan ini digunakan untuk pembayaran pada kegiatan 

operasional pemerintahan. Selain itu juga bendahara pengeluaran harus 

melakukan pembukuan atas seluruh uang atau surat berharga yang dikelolanya, 

maka dari itu bendahara pengeluaran harus teliti dalam menatausahakan 

pengelolaan keuangan daerah.  

Badan Keuangan Daerah kota Depok menggunakan Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai aplikasi yang dapat membantu 

mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan 

keuangan daerah untuk bahan pengambilan keputusan dalam rangka 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah 

kota Depok. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat di 

kota Depok sudah baik tetapi masih terdapat beberapa kesalahan, seperti 
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kesalahan input. Pada saat penginputan belanja daerah, bukan merupakan 

tanggung jawab Badan Keuangan Daerah melainkan tanggung jawab 

bendahara pengeluaran tiap perangkat daerah. Kesalahan input yang terjadi di 

pemerintahan kota Depok merupakan kurangnya ketelitian bendahara 

pengeluaran pembantu tiap perangkat daerah dalam penginputan belanja. 

Dalam rekapitulasi di Badan Keuangan Daerah terdapat tujuh sampai 

sepuluh surat permohonan pengoreksian penginputan dari beberapa dinas yang 

masuk dalam sebulan. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

membahas pengelolaan keuangan daerah dengan judul “Mekanisme 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyelesaian Kesalahan Input Dengan 

Menggunakan Aplikasi SIPKD Pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok”. 

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Adapun Tujuan Penulis mengambil judul Laporan Tugas Akhir ini yaitu 

1. Mengetahui tatacara pengelolaan keuangan daerah khususnya 

penatausahaan belanja daerah  

2. Mengetahui tatacara penyelesaian dalam kesalahan input yang terjadi di 

penatausahaan daerah BKD kota Depok. 

1.3 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir  

Penulis berharap dalam penulisan ini memberikan manfaat, baik itu 

secara teoritis maupun praktik. Berikut manfaat penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini: 

1. Bagi Penulis  

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat  menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis mengenai prosedur pengelolaan 

keuangan daerah khususnya penatausahaan belanja daerah dengan 

menggunakan  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada 

Badan Keuangan Daerah  

 

2. Bagi Instansi  

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi masukkan 

bagi Badan Keuangan daerah Kota Depok untuk menjadi salah satu 
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pertimbangan dalam pengembangan penatausahaan belanja daerah dengan 

menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi 

lebih efektif. 

 

1.4 Metode Penulisan Tugas Akhir  

Dalam penulisan tugas akhir ini metode analisis data yang digunakan 

oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis 

yang bergantung kepada kemampuan untuk menyusun data atau informasi 

yang telah dikumpulkan penulis dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. 

Dalam hal ini penulis dapat mengetahui mekanisme dalam pengelolaan 

keuangan daerah dengan menggunakan SIPKD dari data yang dikumpulkan 

berdasarkan informasi di Badan Keuangan Daerah kota Depok.  

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam 

penulisan Laporan Tugas Akhir. 

1) Data Primer 

a. Observasi, pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara 

langsung di bagian yang terkait yaitu Bidang Akuntansi dan Data 

Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. 

b. Wawancara, penulis melakukan tanya jawab secara langsung baik 

itu secara formal maupun non formal dengan pihak-pihak yang 

terkait salah satunya dengan staf Sub Bagian Pengolahan Data 

Keuangan yang membantu dalam laporan tugas akhir ini 

 

2) Data Sekunder 

a. Membaca literatur yang berkaitan dengan prosedur, sistem 

penatausahaan belanja daerah atau pengelolaan keuangan daerah 

untuk menjadi bahan dalam penulisan laporan tugas akhir. 

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Tugas akhir ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut. 
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BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini penulis menguraikan latar 

belakang penulisan tugas akhir, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan 

yang meliputi metode analisis data dan metode pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam proses penulisan tugas akhir ini.  

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini penulis menjelaskan teori-

teori dan konsep-konsep dasar yang dapat menjadi landasan dalam penyusunan 

tugas akhir ini. Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi pengertian dan 

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah yang meliputi, 

pengertian dan klasifikasi. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang meliputi, 

pengertian dan fungsi serta tujuan.  

 

BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN, Dalam bab ini penulis 

menjelaskan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi Kota Depok, struktur 

organisasi pada Badan Keuangan Daerah, serta proses kegiatan yang terjadi di 

Badan Keuangan Daerah kota Depok. 

 

BAB 4 PEMBAHASAN, Dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai 

mekanisme pengelolaan keuangan daerah khususnya penatausahaan belanja 

daerah, dan mekanisme penyelesaian terjadinya kesalahan input dengan 

menggunakan aplikasi SIPKD pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. 

 

BAB 5 PENUTUP, Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari 

hasil yang telah dilakukan dan juga berisikan saran penulis berkenaan dengan 

topik permasalahan. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan 

mekanisme penyelesaian kesalaham input yang dilihat dari pemerintahan kota 

Depok, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.  

1) Tatacara pengelolaan keuangan diatur berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No.13 tahun 2006. Tatacara pengelolaan keuangan 

daerah di mulai dengan penerbitan DPA-SKPD kemudian diverifikasi 

oleh TAPD dan disetujui Sekretaris daerah setelah itu penerbitan SPD 

oleh Kuasa Bendahara Umum daerah. SPP diuji oleh Pejabat 

Pengelolaan Keuangan Daerah-SKPD dan kelengkapannya kemudian 

dibuat rancangan Surat Permintaan Membayar jika SP sudah dinyatakan 

lengkap dan diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ PA. 

Selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen 

penatausahaan. Kemudian bendahara pengeluaran membuat Surat 

Pertanggung Jawaban setelah itu PPK-SKPD memverifikasi SPJ 

Pengeluaran lalu menyerahkannya kepada SKPD dan SPJ pengeluaran 

disahkan oleh Kepala SKPD dan diserahkan kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

 

2) Dalam pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran secara 

fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara 

dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang atau surat 

berharga yang dikelola dalam rangka pelaksanaan APBN. Bendahara 

Pengeluaran harus melakukan pembukuan atas seluruh uang atau surat 

berharga yang dikelolanya, maka dari itu bendahara pengeluaran harus 

teliti dalam menatausahakan pengelolaan keuangan daerah. Kesalahan 

input yang terjadi di pemerintahan kota Depok bukan merupakan kurang 

nya koordinasi antara setiap OPD Dinas dengan Badan Keuangan 

Daerah, melainkan terjadi karena kurang nya ketelitian bendahara 

pengeluaran pembantu tiap OPD dalam penginputan anggaran. 
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Mekanisme penyelesaian kesalahan input jika uang persediaan belum di 

ganti oleh bendahara pengeluaran pembantu ke bendahara pengeluaran 

dengan mengoreksi sendiri dan menghapus bagian salah kemudian di 

input kembali ke dalam penatausahaan SIPKD. Tetapi jika uang 

persediaan sudah diganti oleh bendahara pengeluaran maka harus 

membuat surat permohonan pengoreksian ke bidang akuntansi Badan 

Keuangan Daerah dengan isi nama bendahara pengeluaran pembantu, 

nomor BKU bendahara pengeluaran pembantu, tanggal transaksi, 

uraian, kegiatan atau kode rekening yang ingin diubah menjadi kegiatan 

atau kode rekening yang seharusnya dan nilai yang seharusnya 

kemudian di tandatangani penguasa anggaran. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari data dan informasi mengenai mekanisme 

pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan Daerah kota Depok, penulis 

memberikan saran sebagai berikut. 

1) Badan Keuangan Daerah Kota Depok perlu mempertahankan kinerja 

dengan terus memperhatikan ketelitian 

2) Sebaiknya setiap Perangkat daerah lebih berhati–hati lagi dalam menginput 

transaksi pada aplikasi SIPKD.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Laporan Tugas Akhir 
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Lampiran 2. Lembar Penunjukkan Dospem 
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Lampiran 3. Lembar Pernyataan 
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Lampiran 4. Lembar Bimbingan Penulisan Tugas Akhir 
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Lampiran 5. Lembar Revisi Sidang Tugas akhir-Penguji 1 
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Lampiran 6. Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir-Penguji 2 

 


